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Abstrak

Profesi atau institusi bidang keuangan adalah salah satu profesi di Indonesia yang keber-
adaannya dibutuhkan masyarakat baik di sektor swasta ataupun pemerintahan. Jenis profesi
keuangan yang populer adalah akuntan publik bernaung dibawah kantor akuntan publik yang
dalam operasionalnya untuk masyarakat harus mempunyai izin resmi dari instansi ABC. Saat
ini pengajuan dan proses izin profesi keuangan tersebut masih dilakukan dengan cara kon-
vensional sehingga proses dianggap kurang cepat dan transparan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rancangan Sistem Informasi Perizinan Elek-
tronik Profesi Keuangan dengan analisis proses bisnis menggunakan alat bantu Business Process
Model Notation (BPMN) dan perancangan sistem menggunakan Uni�ed Modelling Language (UML)
agar rancangan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis pengguna.

Kata kunci : Perizinan, Perancangan Sistem, SDLC, UML

Pendahuluan

Profesi bidang keuangan adalah salah satu profesi
yang populer di masyarakat, karena hampir semua
bidang usaha selalu membutuhkan keuangan. Salah
satu contoh profesi populer di bidang keuangan
adalah akuntan. Akuntan biasanya ditemui pada
bagian keuangan suatu institusi atau perusahaan,
ataupun sebagai profesi tersendiri sebagai akun-
tan publik yang berada dibawah naungan Kantor
Akuntan Publik. Dalam melakukan pekerjaannya,
seorang akuntan publik haruslah mempunyai izin
profesi karena perannya memberikan jasa akuntan
kepada masyarakat umum.

Profesi akuntan publik biasanya berkantor atau
bernaung dibawah kantor akuntan publik. Kan-
tor akuntan publik adalah suatu badan usaha yang
merupakan wadah dari para akuntan publik dalam
memberikan jasanya. Seperti halnya profesi akun-
tan publik, maka pendirian kantor akuntan publik
haruslah mendapat izin dari pemerintah.

Izin profesi akuntan publik dan izin pendirian
kantor akuntan publik di Indonesia dikeluarkan oleh
instansi ABC melalui suatu proses bisnis layanan
perizinan profesi yang ditujukan bagi perorangan
yang berkeinginan menjalani profesi akuntan publik
dan atau layanan pendirian kantor akuntan publik
bagi mereka yang ingin mendirikan kantor akuntan
publik dengan ruang lingkup wilayah kerja di In-
donesia.

Dalam menjalankan proses bisnis tersebut, in-
stansi ABC belum mempergunakan sistem infor-
masi yang terstruktur. Layanan perizinan masih
dilakukan secara konvensional dengan cara mengisi
formulir kertas dan melampirkan �sik dokumen
pendukung. Pemohon perizinan harus datang un-
tuk menyampaikan permohonan berikut dokumen
pendukungnya, atau mengirimkan melalui jasa pen-
giriman (pos) ke kantor instansi ABC.

Penyampaian permohonan perizinan secara kon-
vensional dengan dokumen �sik dipandang ku-
rang praktis dan kurang memudahkan bagi pemo-
hon. Penyampaian dokumen melalui jasa pengiri-
man masih membutuhkan waktu dan dokumen �sik
rawan terjadi kehilangan atau kerusakan.

Pemrosesan izin pada instansi ABC masih di-
lakukan secara konvensional. Pengelola menerima
dokumen permohonan secara �sik, dan memeriksa
atau menganalisis dokumen-dokumen permohonan
tersebut tanpa menggunakan sistem informasi yang
terpadu. Tidak jarang dokumen permohonan
berpindah antar meja. Hal ini menimbulkan ker-
awanan karena dokumen �sik rawan terselip atau
hilang, dan membuat proses perizinan kurang cepat
dan lebih sulit dipantau.

Untuk mengatasi kekurangan pada proses kon-
vensional perlu dibuat sebuah rancangan sistem in-
formasi pada instansi ABC terutama pada proses
bisnis perizinan. Hal ini sejalan dengan agenda in-
stansi ABC untuk menerapkan simpli�kasi proses
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bisnis dan pelayanan prima kepada masyarakat
demi terwujudnya Good Governance.

Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari orang-
orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan
komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan serta
prosedur dalam dalam menyimpan, mendapatkan
kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi
dalam suatu organisasi [7].

Sistem informasi dapat memberikan kemudahan
operasional dan pengelolaan proses bisnis suatu or-
ganisasi. Penelitian pada lembaga keuangan mikro
LKMA Prima Agung menunjukkan bahwa sistem
informasi memberikan kemudahan bagi petugas
dalam melakukan pengolahan dan penyimpanan
data simpan pinjam dan data anggota LKMA
Prima Agung [1] yang sebelumnya dilakukan secara
konvensional.

Pada penelitian lain, sistem informasi dapat
mendukung pengelolaan, pencatatan dan pelaporan
pada proses restitusi biaya kesehatan karyawan dan
pensiunan pada PT. PLN Area Pelayanan Jaringan
Malang [8] yang semula masih dilakukan secara
manual.

BPMN

Proses bisnis instansi ABC yang konvensional perlu
dimodelkan dalam sebuah gambaran standar agar
proses perancangan dan pengembangan sistemnya
lebih efektif dan akurat. Proses analisis dan
penggambaran proses bisnis tersebut dapat di-
lakukan dengan menggunakan alat notasi Bussiness
Process Notation Model (BPMN).

Penggunaan BPMN bertujuan untuk menggam-
barkan notasi untuk deskripsi proses bisnis yang
dapat dipahami oleh semua pengguna mulai dari
analis, pembuat diagram proses, pengembang sis-
tem, hingga manajer dan pengguna biasa yang men-
gelola proses bisnis, dan memantau proses bisnis
mereka. Dengan demikian BPMN bertujuan untuk
menjembatani kesenjangan antara model proses bis-
nis dan implementasinya. Seperti pada penelitian
sebelumnya, BPMN digunakan untuk menggam-
barkan proses pembuatan perangkat elektronik am-
pli�er TDA2030 yang diproduksi dengan proses
yang rumit [2].

BPMN dapat pula dipetakan ke dalam UML,
hal ini diketahui dari penelitian [11] yang telah
memetakan notasi BPMN dengan UML meskipun
dengan ruang lingkup yang terbatas. BPMN juga
dapat dijadikan sebuah Activity Diagram yang
berguna dalam perancangan sistem.

Penelitian lain yang terkait BPMN digunakan
untuk menganalisis proses bisnis yang masih kon-
vensional dan dilanjutkan perancangan sistem
menggunakan Use Case sampai menghasilkan ap-
likasi web dan mobilie untuk menunjang penguru-
san perizinan mendirikan bangunan di kecamatan

Baso, Agam [4].

UML

UML (Uni�ed Modelling Language) adalah sebuah
alat visual untuk permodelan dan komunikasi se-
buah sistem dengan menggunakan diagram dan teks
pendukung [12]. Beberapa diantaranya berupa Use
Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram,
Sequence Diagram.

Penelitian sebelumnya, UML digunakan dalam
perancangan sistem informasi remunerasi dosen
pada UIN Sumatera Utara Medan. UML dapat
menjabarkan secara rinci untuk analisis dan pen-
carian kebutuhan sistem [13].

Pada penelitian lain, UML digunakan sebagai
alat perancangan sistem pada Politeknik Harapan
Bersama Tegal, menghasilkan sebuah sistem in-
formasi akademik berbasis web yang dapat mem-
berikan optimalisasi terhadap pelayanan akademik
mahasiswa (kartu rencana studi dan nilai maha-
siswa) pada Politeknik Harapan Bersama Tegal [9]

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara atau
tahap sistematis yang digunakan untuk mencapai
tujuan penelitian.

Tahapan penelitian rancangan sistem ini dapat
dilihat pada Gambar 1

Identi�kasi Masalah

Identi�kasi masalah diperlukan untuk mengetahui
permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi
dalam sistem perizinan yang dijalankan secara kon-
vensional. Permasalahan pada pengajuan permo-
honan perizinan dan atau proses permohonan per-
izinan pada instansi ABC yang penulis dapatkan
adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohon izin profesi akuntan
publik atau izin pendirian kantor akuntan
publik harus melampirkan dokumen �sik. Pe-
mohon dapat hadir atau mengirimkan doku-
men permohonan kepada instansi ABC. Hal
ini menimbulkan risiko kehilangan dokumen,
rusaknya dokumen, kurangnya e�siensi biaya
dan waktu untuk mengurus perizinan profesi.

2. Proses bisnis perizinan yang diselenggarakan
instansi ABC masih dilakukan secara konven-
sional sehingga proses berjalan kurang cepat
dan risiko untuk terjadi kekeliruan dan atau
kehilangan dokumen lebih besar.

3. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen �sik
permohonan lebih sulit dan membutuhkan ru-
angan yang besar karena masih dilakukan se-
cara konvensional.
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Gambar 1: Tahapan Penelitian

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara pengumpu-
lan, melihat, membaca beberapa literatur pustaka
dan atau literatur penelitian sejenis yang men-
dukung penelitian ini. Beberapa materi literatur
dan referensi yang dipelajari mengenai: sistem in-
formasi, peraturan perizinan profesi keuangan, Uni-
�ed Modelling Language (UML), System Develop-
ment Life Cycle (SDLC) dan Bussines Process Mod-
elling Notation (BPMN).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dilakukan melalui
analisis dokumen user requirement yang telah dikir-
imkan kepada penulis dan wawancara pada perwak-
ilan pemilik proses bisnis perizinan instansi ABC.

Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dilakukan dengan pen-
dekatan terstruktur melalui metodologi System De-

velopment Life Cycle (SDLC) waterfall yang mem-
punyai tahapan:

1. Perencanaan sistem

2. Analisis sistem

3. Desain sistem

4. Implementasi sistem

5. Pemeliharaan sistem

namun pada penelitian ini dibatasi sampai dengan
tahap desain sistem atau perancangan sistem saja.

Perencanaan Sistem

Perencanaan sistem menjabarkan tujuan dan ru-
ang lingkup pengembangan sistem yang akan
dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dan peru-
musan bersama pemilik proses bisnis, didapatkan
tujuan pengembangan sistem ini untuk mengubah
operasional proses bisnis perizinan profesi keuangan
yang selama ini dilakukan secara konvensional men-
jadi terkomputerisasi dengan memanfaatkan sis-
tem informasi berbasis web dengan harapan da-
pat menyelesaikan permasalahan yang ada pada
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instansi ABC yaitu mempermudah pemohon saat
mengajukan perizinan, memantau status proses
perizinan pada instansi ABC dan mempermudah
operasional perizinan pada instansi ABC.

Ruang lingkup pengembangan sistem dibatasi
pada tiga proses bisnis yaitu:

1. Perizinan Akuntan Publik (Perizinan AP)

2. Perizinan Kantor Akuntan Publik (Perizinan
KAP)

3. Pencantuman Nama (Kerjasama) Akuntan
Publik dan Organisasi Audit Asing (Perizinan
Kerjasama KAP dan OAA)

Analisis Sistem

Tahap analisis sistem dilakukan untuk mengidenti-
�kasi proses bisnis yang berjalan saat ini (analisis
sistem berjalan) dan kebutuhan sistem yang dike-
hendaki.

Salah satu proses bisnis yang diidenti�kasi
adalah proses perizinan akuntan publik yang mem-
punyai alur proses bisnis sebagai berikut:

1. Pemohon mempersiapkan permohonan periz-
inan dan dokumen perizinan

2. Pemohon melakukan pembayaran PNBP
melalui bank atau kantor pos, dengan mengisi
formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
atau membayar langsung melalui sistem pem-
bayaran PNBP online (SIMPONI).

3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan
berserta dokumen pendukungnya

4. Supervisor menerima permohonan kemudian
melakukan disposisi kepada pelaksana (analis
perizinan)

5. Dokumen permohonan kemudian direview
(dianalisis) oleh pelaksana.

6. Apabila permohonan tidak valid, maka berkas
permohonan akan dikembalikan kepada pe-
mohon.

7. Apabila permohonan dianggap valid oleh
pelaksana, maka berkas permohonan berikut
hasil review (analisis) akan diteruskan kepada
Supervisor dalam hal ini Kepala Sub Bidang
Perizinan.

8. Supervisor melakukan review kembali atas
hasil analisis dari pelaksana sebagai kon-
trol atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
pelaksana.

9. Apabila Supervisor menganggap hasil anal-
isis dan permohonannya tidak valid, maka
berkas permohonan dikembalikan ke pemohon
(akuntan).

10. Apabila hasil analisis dan permohonannya
valid, maka Supervisor menyetujui permoho-
nan tersebut.

11. Setelah permohonan disetujui Supervisor,
pelaksana membuat draft surat keputusan
perizinan akuntan.

12. Draft surat keputusan kemudian disampaikan
kepada Kepala Sub Bidang Perizinan untuk
direview.

13. Apabila draft surat keputusan sudah benar,
maka draft surat keputusan akan diteruskan
kepada Kepala Bidang Perizinan.

14. Kepala Bidang Perizinan melakukan review
kembali asat draft surat keputusan yang dis-
ampaikan.

15. Kepala instansi ABC memberikan paraf per-
setujuan dan mengajukan draft surat keputu-
san tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

16. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
menandatangani draft surat keputusan.

17. Tata Usaha Kementerian memberikan
penomoran pada surat keputusan.

18. Tata usaha instansi ABC menerima surat
keputusan yang telah ditandatangani dari
Tata Usaha Kementerian, untuk kemudian
menginput nomor surat keputusan.

19. Pelaksana menerima surat keputusan kemu-
dian mendokumentasikan surat keputusan.

20. Setelah dokumentasi surat keputusan, pelak-
sana menyampaikan surat keputusan kepada
pemohon.

Alur proses bisnis yang telah berjalan tersebut ke-
mudian dimodelkan dalam bentuk BPMN seperti
pada Gambar 2, sehingga dapat dipahami bersama
antara pemilik proses bisnis dan perancang sistem
dan menjadi pendoman dalam pengembangan sis-
tem kelak.
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Gambar 2: BPMN Perizinan Akuntan Publik

BPMN digambarkan dan divalidasi dengan
menggunakan alat bantu Bizagi Studio. BPMN
yang telah terbentuk kemudian divalidasi untuk
mengetahui apakah proses dan alur BPMN yang di-
hasilkan valid atau sesuai standar.

Gambar 3: Process Validation pada Bizagi Studio

Setelah mengidenti�kasi proses bisnis, kebu-
tuhan sistem ditentukan dan dirumuskan bersama
dengan pemilik proses bisnis dengan memper-
hatikan proses bisnis yang telah dimodelkan pada
BPMN. Menghasilkan kebutuhan fungsional (Func-
tional Requirement) untuk menjabarkan fungsi apa
saja yang harus ada dalam sistem nantinya seba-
gaimana contoh pada Tabel 1.

Tabel 1: Kebutuhan fungsional

Perancangan (Desain) Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk
menggambarkan arsitektur sistem berdasarkan
gambaran proses bisnis yang berjalan saat ini dan
kebutuhan sistem yang telah dirumuskan pada
tahap analisis sistem.

Rancangan sistem digambarkan menggunakan
alat bantu UML Use Case Diagram untuk
menggambarkan interaksi aktor (pengguna) dan sis-
tem. Adapun komponennya antara lain: aktor,
asosiasi dan use case itu sendiri.
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Gambar 4: Contoh Use Case Diagram Sistem Per-
izinan

Use Case Diagram yang telah dibuat, kemu-
dian dijabarkan dalam Use Case Description untuk
masing-masing proses. Use Case Description berisi
nama proses, deskripsi proses, aktor dan kondisi
sebelum dan sesudah proses. Sebagai contoh Use
Case Description seperti pada tabel 2.

Tabel 2: Use Case Description Registrasi Akun

Selain mengunakan Use Case Diagram, rancan-
gan sistem juga digambarkan dengan Class Dia-
gram yang memodelkan kelas, atribut, operasi serta
hubungan antar obyek untuk menggambarkan su-
atu model data dari sistem informasi.

Interaksi antara pengguna dengan sistem
digambarkan dalam sebuah rancangan antarmuka
atau lazim disebut user interface dengan tujuan un-
tuk memvisualisasikan proses atau �tur yang ada
pada sistem saat berinteraksi dengan penggunanya.
Rancangan antarmuka berbasis web, sesuai dengan
tujuan dalam perencanaan sistemnya dan imple-
mentasi sistemnya kelak juga berbasis web.

Sebagai contoh, Gambar 5 adalah rancangan an-
tarmuka untuk proses registrasi akun (pengguna)
saat pertama kali pengguna akan menggunakan sis-
tem.

Gambar 5: Rancangan Registrasi Akun Pengguna

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan
pengembangan sistem ini untuk menunjang opera-
sional proses bisnis perizinan profesi keuangan yang
selama ini dilakukan secara konvensional menjadi
terkomputerisasi dengan memanfaatkan sistem in-
formasi dengan ruang lingkup tiga proses bisnis.

Pada tahap analisis sistem, didapatkan karak-
teristik proses bisnis masing-masing dari ketiga
proses bisnis yang telah dianalisis dengan permode-
lan BPMN. Tabel 3 adalah karakteristik proses bis-
nis yang ditemukan saat tahap analisis sistem.

Tabel 3: Karakteristik Proses Bisnis

Analisis sistem menghasilkan tiga BPMN, sesuai
masing-masing proses bisnis sebagaimana contoh
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pada Gambar 2. BPMN divalidasi menggunakan
alat bantu Bizagi Studio (Gambar 3) untuk menge-
tahui apakah proses pada BPMN tersebut valid
atau sesuai standar notasi. Hasil validasi BPMN
tampak pada proses terakhir (Gambar 6) menun-
jukkan bahwa proses selesai untuk inputan se-
banyak 10 data, menandakan proses dan alur
dalam permodelan BPMN yang dibuat telah sesuai.
BPMN tersebut dapat digunakan sebagai Activity
Diagram sebagaimana apa adanya atau dilakukan
konversi sesuai notasi UML.

Gambar 6: Hasil Process Validation

Gambar 7: Use Case Diagram Sistem Peizinan Profesi Keuangan
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Tahap analisis sistem juga menghasilkan kebu-
tuhan fungsional sistem untuk masing-masing peng-
guna seperti pada Tabel 4.

Tabel 4: Kebutuhan Fungsional

Rancangan Sistem

Hasil dari analisis sistem menjadi acuan dalam
perancangan atau desain sistem. Desain sistem
digambarkan dalam sebuah Use Case Diagram yang
menggambarkan aktor dengan sistem (Gambar 7).

Pemohon adalah aktor turunan dari pengguna
biasa yang telah melakukan registrasi akun dan lo-
gin. Pemohon dapat berinteraksi untuk input per-
mohonan, submit permohonan dan melakukan pe-
mantauan atas status permohonan yang telah dia-
jukan.

Aktor lain adalah pengguna selaku pengelola
proses bisnis yaitu pelaksana (analis permohonan),
Supervisor dan Tata Usaha. Adapun aktor SIM-
PONI adalah sistem lain yang khusus menangani
pembayaran (PNBP) dan tidak termasuk dalam
ruang lingkup Sistem Perizinan Profesi Keuangan.
Stuktur sistem juga telah digambarkan melalui
sebuah Class Diagram untuk memodelkan kelas,
atribut, operasi serta hubungan antar obyek dari
sistem informasi.

Sebanyak 12 kelas dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan fungsional sistem dengan hubungan
seperti yang digambarkan pada Gambar 8.

Untuk melengkapi rancangan sistem, ditam-
bahkan Use Case Description untuk masing-masing

proses. Use Case Description berisi deskripsi aktiv-
itas, aktor dan kondisi saat interaksi antara aktor
dengan sistem.

Salah satu proses dalam sistem adalah input
permohonan, dengan Use Case Description kode
UC2 pada Tabel 5

Use Case Input permohonan adalah salah satu
Use Case yang dijalankan oleh pemohon untuk
penginputan permohonan dengan kondisi awal sis-
tem telah berjalan dan pemohon telah login ke
dalam sistem. Pemohon kemudian menginput data
permohonan sesuai atribut yang telah ditentukan.
Apabila proses input permohonan berhasil maka
kondisi akan berubah dan data permohonan akan
tersimpan pada sistem.

Tabel 5: Use Case Description Input Permohonan

Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka atau user interface digu-
nakan untuk memvisualisasikan proses atau �tur
yang ada pada sistem dan bagaimana interaksi den-
gan penggunanya. Pada penelitian ini dihasilkan
sebanyak 15 rancangan antar muka yang masing-
masing menggambarkan �tur atau fungsi dari sis-
tem.
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Gambar 8: Class Diagram Sistem Perizinan Profesi Keuangan

Sebagai contoh pada Gambar 9 adalah rancan-
gan antamuka atau tampilan registrasi akun peng-
guna yang terdiri atas atribut jenis akun, nama
pengguna, nomor anggota IAPI, alamat email dan
password.

Setelah pengguna melakukan registrasi akun
dan melakukan login, maka pengguna dapat mem-

buat permohonan perizinan.

Gambar 10 adalah tampilan formulir input per-
mohonan perizinan akuntan publik yang digunakan
oleh pemohon. Sesuai dengan tabel karakteristik
proses bisnis yang telah dijelaskan sebelumnya, for-
mulir ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan
jenis akun Akuntan Publik.
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Data permohonan yang telah di kirim oleh
pemohon, dapat dipantau oleh pemohon melalui
tampilan Gambar 11.

Data permohonan yang telah masuk ke pen-

gelola kemudian diproses oleh pengelola proses bis-
nis dengan cara disposisi permohonan dari Supervi-
sor kepada pelaksana (analis) seperti yang digam-
barkan pada Gambar 12.

Gambar 9: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Gambar 10: Tampilan Registrasi Akun Pengguna
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Gambar 11: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Gambar 12: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Gambar 13: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Gambar 13 adalah tampilan monitoring atau pe-
mantauan proses perizinan dari pengelola. Peman-
tauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
permohonan perizinan telah diproses oleh pen-
gelola.

Setelah pelaksana mendapatkan disposisi dari
Supervisor, pelaksana melakukan analisis atas data
dan dokumen permohonan melalui tampilan anali-
sis permohonan pada Gambar 14.
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Gambar 14: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Gambar 15: Tampilan Registrasi Akun Pengguna

Pelaksana melakukan analisis dengan cara
memveri�kasi data-data pemohon dan dokumen-
dokumen persyaratan yang telah diupload oleh pe-
mohon.

Gambar 15 adalah tampilan validasi permoho-
nan, kelanjutan dari veri�kasi data permohonan.
Disini pelaksana menentukan apakah permohonan
memenuhi persyaratan atau tidak.

Penutup

Pada penelitian rancangan Sistem Informasi Per-
izinan Profesi Keuangan ini, dapat disimpulkan
bahwa:

1. Sistem lama (konvensional) memiliki keku-
rangan seperti rawan kehilangan/kerusakan

dokumen, proses analisis kurang cepat,
kurang e�sien dalam penyimpanan doku-
men/data dan tidak mudah dipantau oleh
para pihak yang berkepentingan.

2. Pada tahap analisis sistem, BPMN mem-
permudah permodelan proses bisnis yang se-
lama ini masih dilakukan secara konvensional.
BPMN dapat dipahami oleh pemilik proses
bisnis dan juga pengembang sistem. Hal ini
penting agar semua pihak yang terlibat mem-
punyai persepsi yang sama akan sistem dan
proses-proses yang ada didalamnya.

3. BPMN dapat digunakan sebagai UML Ac-
tivity Diagram, karena dapat memodelkan
proses atau aktivitas yang terjadi pada sis-
tem.

414

Jurnal Ilmiah KOMPUTASI, Volume 20 No :3, September 2021,  p-ISSN  1412-9434/e-ISSN 2549-7227



4. Use Case Diagram berperan dalam perancan-
gan sistem untuk menggambarkan interaksi
antara aktor dengan sistem.

5. Use Case Description diperlukan untuk men-
jelaskan aktivitas dan kondisi yang ada pada
masing-masing proses.

Rancangan sistem informasi ini diharapkan da-
pat memenuhi tujuan pengembangannya, memu-
dahkan proses perizinan profesi keuangan dan men-
dukung kinerja pada instansi ABC setelah di-
lakukan tahapan implementasi sistem. Meskipun
demikian rancangan sistem informasi pada peneli-
tian ini masih dapat dilakukan pengembangan lebih
lanjut seperti: evaluasi atas rancangan sistem yang
telah dihasilkan, perbaikan alur proses bisnis men-
jadi lebih cepat, atau dapat pula dikaji peman-
faatan teknologi aplikasi mobile dalam implemen-
tasinya.
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